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TENTANG
PENGHENTIAN PEMBERIAN PENANGGUHAN IZIN TINGGAL

1. Umum

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.1Z2.01.10 Tahun
1995 Tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin
Keimigrasian mengatur bahwa Kepala Kantor Imigrasi diberikan kewenangan memberikan
penangguhan Izin Tinggal dalam rangka menunggu kelengkapan persyaratan dari instansi
terkait atau menunggu persetujuan perpanjangan atau alih status Izin Tinggal dari Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal
Imigrasi.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pemberian penangguhan Izin Tinggal
tersebut dipandang sudah tidak sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik, kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas.

Bahwa dalam rangka mengantisipasi berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Tentang lzin Tinggal perlu persiapan penyesuaian aplikasi kesisteman secara
bertahap sehingga perubahan regulasi, ketatalaksanaan dan prosedur standar operasi
dapat dipersiapkan dan disusun secara terencana guna lancar dan terkendalinya
pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam bidang Izin Tinggal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan peningkatan kualitas
pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu menegaskan Surat Edaran
tentang Penghentian Pemberian Penangguhan Izin Tinggal pada Perpanjangan Jangka
Waktu atau Alih Status keimigrasian.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk dijadikan sebagai pedoman,
petunjuk teknis dan menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan perpanjangan |zin
Tinggal dan Alih Status Keimigrasian.

b. Tujuan Surat Edaran ini untuk menciptakan kejelasan, ketertiban dan kepastian hukum
dalam pelaksanaan perpanjangan Izin Tinggal dan Alih Status Keimigrasian.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan tentang dihentikan dan tidak
diberlakukannya penangguhan Izin Tinggal pada proses perpanjangan Izin Tinggal dan
Alih Status Keimigrasian.
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4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5216);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5409);

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-
05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013;

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Cap Keimigrasian; dan

f Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.12.01.10 Tahun 2006 tentang
Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis, dan Indeks, serta Peneraan Visa.

Untuk melakukan hal sebagai berikut:

%

Menghentikan pemberian penangguhan Izin Tinggal pada proses permohonan
perpanjangan lzin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap maupun Alih Status Keimigrasian
meliputi Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal
Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap, Alih Penjamin dan Alih Jabatan.

Permohonan perpanjangan izin tinggal atau alih status keimigrasian sebagaimana
dimaksud pada angka 1, yang telah diterima secara lengkap dan didaftarkan dalam
aplikasi sistem lzin Tinggal (e-office) sebelum berakhir jangka waktu Izin Tinggalnya
dalam proses perpanjangan lzin Tinggal maupun alih status Keimigrasiannya tidak
diperhitungkan overstay apabila penyelesaiannya melewati jangka waktu 1zin
Tinggalnya.

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, penangguhan Izin Tinggal yang telah
diberikan tetap berlaku sampai dengan keputusan pemberian atau penblakan
perpanjangan lzin Tinggal atau Alih Status Keimigrasian yang bersangkutan.

4. Surat Edaran ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Juli 2014.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
al: 19 Juni 2014

' _BAMBANG IRAWAN
NP, 19540928 197903 1 002

~. "Mica A~

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;

Sekretaris Direktorat dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; dan

Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.



